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Sumber gambar: 

https://www.beritasatu.com/network/wartabanjar/143937/3-program-prioritas-pupr-kalsel-demi-

tingkatkan-ketahanan-pangan 

 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan 

(Kalsel) melalui Bidang Sumber Daya Air memiliki tiga program prioritas di tahun 2024 

untuk meningkatkan ketahanan pangan di sektor pertanian. 

Ketiga program tersebut adalah Rehabilitasi Jaringan Irigasi di tiga daerah. 

Pertama adalah Rawa Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kedua adalah Antasan 

Tanipah Kabupaten Banjar dan yang ketiga, Tanggul Martapura Kabupaten Banjar. 

Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan melalui Kepala Seksi Irigasi dan Air 

Baku, Herry Ade Permana menyampaikan pengelolaan irigasi pada saat ini memiliki 

beberapa kewenangan, dimana pengolahan di bawah 1.000 hektare menjadi kewenangan 

kabupaten, antara 1.000 sampai dengan 3.000 hektare menjadi kewenangan provinsi dan 

di atas 3.000 hektare menjadi kewenangan pemerintah pusat. 

“Dalam mengelola irigasi di Indonesia, terdapat pembagian kewenangan,” kata 

Herry di ruang kerjanya, Banjarbaru, (27/3/2024). 

Dijelaskannya Kalsel memiliki enam daerah irigasi permukaan dan 17 jaringan 

irigasi rawa pasang surut. 

Salah satu proyek strategis nasional yang menjadi fokus di kalangan petani adalah 

irigasi rawa yang menjadi kewenangan provinsi. 

Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kalimantan Selatan
Miliki 3 Program Prioritas Untuk Tingkatkan Ketahanan Pangan 
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“Saat ini, tiga irigasi tersebut menjadi prioritas dan diharapkan akan 

meningkatkan produktivitas pertanian dalam wilayah tersebut,” ujarnya. 

Adapun, program irigasi rawa negara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan 

anggaran DAK dengan rincian target sepanjang 23 km. Terdapat dua pintu air yang akan 

direhabilitasi dan Targetnya seluas 2.686 hektare, dari luas baku sebesar 3.066 hektare. 

Kedua Irigasi rawa Antasan Tanipah Kabupaten Banjar mempunyai target rencana 

galian sepanjang 33 km. Program ini tidak mempunyai pintu air dan bangunan lain, serta 

target dari program tersebut adalah seluas 1.530 hektar dari total luas baku 3.494 hektar. 

Ketiga Program irigasi rawa Tanggul Martapura Kabupaten Banjar mempunyai 

target sepanjang 10 km dengan dua bangunan dan jalan usaha tani sepanjang 1 km. Target 

dari program ini adalah seluas 571 hektar saja, dari target sebesar 2.838 hektar. 

Oleh karena itu, dengan adanya program tersebut dapat membantu memperbaiki 

saluran atau jaringan irigasi melalui normalisasi dan rehabilitasi serta membangun 

bangunan dan pintu-pintunya menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan 

produktivitas sektor pertanian. 

“Diharapkan program tersebut akan meningkatkan ketahanan pangan di 

Kalimantan Selatan. Apalagi Kalsel menjadi penyanggah pangan IKN dalam jangka 

panjang. Selain itu, perubahan cuaca yang menjadi sentral juga menjadi pertimbangan 

dalam program-program tersebut,” tutup Herry. 

 

Sumber berita: 
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Catatan: 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 

 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 
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 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

 

 Struktur APBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD 

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 

PAD BELANJA TIDAK LANGSUNG PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

DANA PERIMBANGAN 

1. Hibah tidak mengikat 

2. Dana darurat dari 

pemerintah 

3. Dana bagi hasil pajak dari  

provinsi ke kab/kota 

4. Dana penyesuaian dan 

dana otonomi khusus 

5. Bantuan keuangan dari 

provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya 

 

1. Belanja pegawai 

2. Bunga 

3. Subsidi 

4. Hibah 

5. Bantuan sosial 

6. Belanja bagi hasil 

7. Bantuan keuangan 

8. Belanja tidak terduga 

BELANJA LANGSUNG 

 

1. Belanja pegawai 

2. Belanja barang dan jasa 

3. Belanja modal 

1. Sisa lebih perhitungan 

anggaran TA sebelumnya 

(SiLPA) 

2. Pencairan dana cadangan 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Penerimaan pinjaman daerah 

5. Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman 

6. Penerimaan piutang daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

1. Pembentukan dana cadangan 

2. Penyertaan modal (investasi) 

3. Pembayaran daerah hutang 

4. Pemberian pinjaman 

LAIN – LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 

1. Dana Bagi Hasil 

2. Dana Alokasi Khusus 

3. Dana Alokasi Umum 


